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ULAMA, FRAGMENTASI OTORITAS, 
DAN IMAJINASI NEGARA-BANGSA:

Studi Kasus Kota Pontianak

Sunarwoto

Ulama sebagai elite agama dan masyarakat telah memainkan 
peran penting dalam perubahan-perubahan sosial-politik di 
Indonesia. Mereka bahkan menjadi salah satu pelaku utama 
terbentuknya negara Republik Indonesia. Gagasan nasionalisme 
Islam yang dibangun oleh para ulama bisa dilacak jauh sebelum 
kemerdekaan (Laffan 2002). Setelah kemerdekaan Indonesia 
pada 1945, mereka tetap menjadi aktor penting perubahan sosial 
(agent of social change). Peneliti seperti Clifford Geertz (1960) 
dan Hiroko Horikoshi (1987) menunjukkan bahwa selama 
Orde Baru ulama berperan menerjemahkan gagasan-gagasan 
modernisasi ke dalam masyarakat Muslim pedesaan di pulau 
Jawa. Namun, hubungan ulama dan negara tidak selalu seiring 
sejalan. Dalam catatan sejarah, terdapat ulama yang mengambil 
sikap oposan dan bahkan kadang harus berbenturan dengan 
negara. Di masa penjajahan, kita mengenal Haji Rasul, Ahmad 
Hasan, Zainal Mustafa, dan Isa Anshary yang dikenal luas 
kritis terhadap pemerintah kolonial (Subhan SD 2000). Di masa 
setelah kemerdekaan, ulama yang tergabung dalam gerakan 
Darul Islam (DI) atau Negara Islam Indonesia (NII) seperti 
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Ajengan Masduki dan Abdullah Sungkar dikenal sangat kritis 
terhadap negara Indonesia.  

Tulisan ini membahas tentang persepsi dan pandangan 
ulama terhadap negara-bangsa (nation-state) dan masalah-
masalah yang terkait dengannya seperti demokrasi, toleransi 
agama, dan kewargaan. Bab ini bertujuan melihat bagaimana 
ulama membangun persepsi dan pandangan mereka tersebut; 
apakah faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhinya. 
Kajian tentang persepsi dan pandangan ulama tentang 
nasionalisme ini menjadi penting untuk membantu kita 
memahami peran mereka di tengah perubahan-perubahan besar 
di bidang politik, budaya, dan teknologi. Para sarjana seperti 
Dale Eickelman, James Piscatori, dan Jon Anderson, mencatat 
bahwa kemajuan pendidikan, teknologi komunikasi, dan 
transportasi telah mengakibatkan terjadinya fragmentasi otoritas 
agama dan politik (lihat Eickelman dan Piscatori 1996, 131-35; 
Eickelman dan Anderson 2003 [1999], 1-18). Seturut itu, otoritas 
tradisional Islam yang biasa disebut ulama mendapat tantangan 
fragmentasi tersebut. Tak pelak, pandangan semacam ini berakar 
pada tesis sekularisasi yang meyakini makin runtuhnya peran 
publik agama. Namun, seperti dicatat Jose Casanova (1994), 
sejak akhir 1970-an agama justru makin menunjukkan peran 
publiknya. Terkait dengan ulama, Muhammad Qasim Zaman 
justru berpandangan bahwa di tengah perubahan-perubahan 
itu ulama terus menjawab tantangan-tantangan yang datang. 
Mereka mampu “memperkuat pengaruh, memperluas audiens, 
memberikan sumbangan kepada wacana publik, dan bahkan 
menentukan wacana-wacana tersebut” (Zaman 2002, 2). 

Tulisan ini menelaah politik Muslim (Muslim politics) 
sebagai “kompetisi dan kontestasi baik atas penafsiran simbol 
maupun kendali lembaga, formal dan informal, yang melahirkan 
dan mendukungnya” (Eickelman dan Piscatori 1996, 5). Dari 
kacamata politik Muslim, cara pandang umat Islam, dan 
terutama ulama, sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mereka 
menjadikan Islam sebagai salah satu kerangka acuan penting 
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dalam melihat dan memahami realitas. Perbedaan cara pandang 
lahir dari perbedaan pemahaman atas Islam. Oleh karena itu, 
dalam bab ini saya berargumen bahwa perbedaan persepsi dan 
pandangan ulama terhadap negara-bangsa lahir dari perbedaan 
interpretasi mereka terhadap Islam yang saling berkompetisi 
dan berkontestasi. Seperti akan ditunjukkan nanti, negara-
bangsa diterima baik oleh hampir seluruh ulama di Pontianak. 
Namun, penerimaan mereka tidak selalu bersifat seragam. 
Terdapat keragaman alasan di balik penerimaan tersebut, di 
mana Islam menjadi acuan utama. Meminjam istilah Benedict 
Anderson (1983), ulama “membayangkan” negara-bangsa 
ini dengan selalu menjadikan Islam sebagai acuan. Dalam 
kompetisi dan kontestasi tafsir Islam, mereka membayangkan 
format atau sistem negara-bangsa yang ideal dan sesuai dengan 
Islam. Untuk mendalami wawasan kebangsaan ulama, bab 
ini juga membahas bagaimana pandangan mereka terhadap 
masalah kewargaan, hak-hak asasi, intoleransi, dan kekerasan. 
Akan terlihat nanti bahwa pandangan mereka tidak tunggal 
dan ditentukan oleh konteks dan relasi yang melingkupinya. 

Ulama dan Fragmentasi Otoritas
Pontianak pada abad ke-18 merupakan kerajaan yang didirikan 
oleh Sultan Syarif Abdurrahman Alkadri (m. 1808). Sultan pendiri 
ini dikenal sebagai tokoh agama. Berbeda dari kerajaan-kerajaan 
lain di Kalimantan Barat, Kesultanan Pontianak, menurut Zulkifli 
Abdillah (2010: 242) dari IAIN Pontianak, tidak memiliki jabatan 
khusus untuk mufti ataupun qadi. Hal ini, salah satu alasannya, 
adalah karena Sultan sendiri adalah seorang pemuka agama 
sehingga tidak diperlukan jabatan khusus qadi ataupun mufti. 

Terlepas dari itu, pemuka agama atau ulama menempati strata 
sosial yang sangat dihormati dan berpengaruh besar dalam 
kehidupan masyarakat. Merekalah pemegang otoritas yang 
(ter)tinggi dan dihormati dalam urusan keislaman, meskipun 
tidak memiliki kekuasaan politik (Hasanudin 2014, 90). Model 
keislaman versi kerajaan ini berlangsung lama bahkan hingga 
masa setelah kemerdekaan. 
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Di masa setelah kemerdekaan, ketika kerajaan tidak lagi 
memegang kekuasaan politik tertinggi di masyarakat, ulama 
tetap memegang peran penting dalam kehidupan keagamaan 
dan politik. Negara mengakomodasi sebagian ulama dan 
memberikan kepercayaan kepada mereka tugas-tugas 
keagamaan. Sejarah berdirinya Muhammadiyah pada 1912 dan 
NU pada 1926, serta organisasi-organisasi keagamaan lainnya, 
menunjukkan bahwa di masa kemerdekaan ulama memainkan 
peran yang besar dalam membangun dan membentuk 
Indonesia, sebuah negara-bangsa yang baru lahir ini. Selama 
masa Orde Baru (1967-1999), ulama sangat mewarnai perjalanan 
politik. Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 
1975 atas inisiatif Presiden Suharto menunjukkan bahwa ulama 
dibutuhkan negara untuk menyukseskan agenda pembangunan 
yang sedang dilancarkan negara. Muhammadiyah masuk 
Pontianak pada 1932 (Hasanudin 2014, 191), sedangkan NU 
pada 1950-an.1 Kedua organisasi Islam terbesar inilah yang turut 
mewarnai model keislaman Pontianak hingga akhir Orde Baru. 
Berakhirnya Orde Baru ditandai oleh munculnya kelompok-
kelompok Muslim baru seperti HTI, FPI, MTA, Salafi, Tarbiyah 
(PKS), dan ustaz-ustaz baru. Di Pontianak, seperti di kota-kota 
lainnya di Indonesia, aktor-aktor baru ini juga turut merubah 
lanskap keagamaan masyarakat. Model keislaman kerajaan 
atau kesultanan tidak lagi mendominasi masyarakat Muslim 
Pontianak. Secara simbolis, hadirnya kelompok-kelompok baru 
ini bisa dilihat secara nyata di masjid Mujahidin, Pontianak. 
Hampir seluruh kelompok Islam turut serta meramaikan 
kegiatan-kegiatan keislaman seperti pengajian di masjid ini. 
Terdapat halaqah-halaqah pengajian dari berbagai kelompok 
tersebut. 

Pada masa pascakemerdekaan, kesultanan Pontianak 
tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Kesultanan hanya 
memegang kekuasaan simbolik-kultural. Namun, pasca-Orde 
Baru, terutama sejak naik takhta, Sultan tampak membangun 

1  Komunikasi pribadi dengan Ahmad Fauzi Muliji, Pontianak, 19 Oktober 
2018.
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otoritas politik dengan menjalin hubungan berbagai pihak 
di dalam maupun di luar pemerintahan. Tak kalah penting, 
Sultan menjalin hubungan dengan kalangan Islam dan Islamis. 
Ada satu catatan penting tentang hubungan kesultanan 
Pontianak di masa sekarang dengan kelompok baru, misalnya 
FPI. Hubungan keduanya terjalin erat sehingga FPI sering 
diundang dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak 
kesultanan yang sekarang.2 Pada September 2018 lalu, Ustaz 
Abdul Shomad (yang dikenal luas sebagai UAS) juga mendapat 
undangan dan sambutan hangat dari Sultan Pontianak. Di sana, 
UAS memberikan tausiyah pada acara haul pendiri kesultanan 
Pontianak.3 Hal ini menyiratkan hubungan erat Sultan dengan 
tokoh-tokoh agama berskala nasional yang menjadi aktor-aktor 
baru dalam kehidupan publik Muslim. 

Satu catatan penting adalah kedekatan Sultan Pontianak 
yang sekarang ini dengan FPI yang tampak dari dukungan 
kegiatan FPI dan pelibatan FPI dalam acara-acara keagamaan 
di Kesultanan Pontianak. Sultan juga memberi dukungan 
terhadap Aksi Bela Ulama yang dimotori FPI setempat sebagai 
protes atas penolakan kunjungan tokoh FPI pusat, Ustaz Shobri 
Lubis, ke Pontianak.4 Tampak sekali bahwa Aksi Bela Ulama 
di Pontianak meniru pola Aksi Bela Islam yang digerakkan 
FPI dan kelompok Islamis lainnya di Jakarta, yakni dengan 
menggunakan sentimen Islam untuk memprotes tindakan 
Gubernur Kalimantan Barat yang kala itu adalah Cornelius, 
yang beragama Nasrani. Pemicunya adalah penolakan 
sekelompok orang terhadap kedatangan Ustaz Shobri Lubis ke 
Pontianak. Situs online BBC menyebut Aksi Bela Ulama meniru 
politik SARA (Suku, Aliran, Ras, Agama) yang terjadi selama 
pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2017. Kedekatan 
Sultan dengan FPI barangkali bisa terjalin melalui jaringan 
habib atau syarif. Pendiri Kesultanan Pontianak adalah seorang 

2  Syamsul Kurniawan, komunikasi pribadi, Yogyakarta, 11 Desember 2018.
3  http://pontianak.tribunnews.com/2018/09/10/sultan-pontianak-sambut-uas-
di-bandara-supadio-pontianak, diakses 21 Desember 2018.
4 Lihat https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39992156, akses 12 
Desember 2018).
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syarif, yang diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hal 
ini memungkinkan kedekatan dengan tokoh-tokoh FPI yang 
berlatar belakang habib atau keturunan Hadramaut Yaman. 
Terlepas dari itu, FPI merupakan salah satu kelompok yang 
sekarang ini dominan mewarnai kehidupan kota Pontianak. 
Fragmentasi otoritas agama dan politik di atas memengaruhi 
perubahan-perubahan yang terjadi pada sikap dan pandangan 
umat Islam dan ulama di Pontianak terhadap negara-bangsa. 
Akan terlihat nanti bahwa meskipun menerima baik negara-
bangsa, ulama bersikap kritis terhadap aspek-aspek tertentu 
dari penerimaan tersebut.

Keberterimaan Negara-bangsa

1. Pancasila dan NKRI
Islam sebagai agama mayoritas sangat mewarnai perubahan 
persepsi dan pandangan terhadap isu-isu tersebut. Islam 
menjadi kerangka acuan penting untuk menakar dan menilai 
kedudukan negara-bangsa. Penerimaan ulama di Pontianak 
terhadap negara-bangsa lahir dari dan dipengaruhi oleh 
pemahaman dan penafsiran mereka atas Islam. Satu catatan 
penting dari lapangan adalah pengakuan kuat bahwa Indonesia 
bukanlah negara Islam. Pengakuan ini menjadi semacam 
premis penting bagi mereka untuk menjawab pertanyaan 
bagaimana Islam seharusnya ditempatkan dalam negara-bangsa 
ini. Dengan premis bukan negara Islam, agama (Islam) tidak 
ditempatkan sebagai keseluruhan acuan nilai berbangsa dan 
bernegara, tetapi hanya salah satu acuan nilai. Premis ini tentu 
tidak mudah dibuktikan secara menyeluruh dalam kenyataan 
terutama ketika dihadapkan dengan premis Islam sebagai 
kerangka acuan. Islam sering kali terlalu dominan dalam hal-hal 
yang seharusnya bukan menjadi bagian dari wilayah agama. Di 
sini kita akan melihat bagaimana negosiasi terjadi antara Islam 
dan kebangsaan.

Secara umum, survei ini menunjukkan bahwa penerimaan 
terhadap negara-bangsa oleh para pemimpin Muslim di Pontianak 
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tidak perlu diragukan. Data kuantitatif menunjukkan bahwa dari 
30 kuesioner yang disebarkan, didapat 21 responden progresif, 
5 moderat, 2 konservatif, 1 ekstrem, dan 1 tak teridentifikasi. 
Tak satu pun termasuk dalam kategori radikal. Data wawancara 
terhadap 10 responden memperkuat kesimpulan kuantitatif ini. 
Hampir semua responden menerima bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). Satu-satunya yang menginginkan 
bentuk lain adalah HTI yang mengidamkan terwujudnya sistem 
khilafah. Bagi sebagian besar ulama Pontianak, Pancasila 
yang menjadi dasar NKRI adalah hasil kesepakatan yang oleh 
Ketua PW Muhammadiyah Pontianak disebut sebagai point of 
agreement (kesepakatan) dari para pendiri bangsa (founding 
fathers) yang telah mengandung nilai-nilai Islam.5 Merujuk 
kepada K.H. Ma’ruf Amin dari NU, ketua MUI Kalimantan Barat  
menyebut Pancasila sebagai mitsaq (kesepakatan). Bukan 
sekadar hasil kesepakatan, sila-sila dari Pancasila itu sendiri 
diyakini dan dipandang lahir dari ajaran Islam. Imam daerah 
FPI Pontianak menegaskan bahwa Pancasila adalah sari pati 
dari sebagian ajaran Islam. Keyakinan dan pandangan serupa 
disampaikan narasumber lainnya dari Muslimat NU Pontianak.6 

Ulama HTI adalah satu-satunya pihak yang menolak 
Pancasila sebagai ideologi negara, karena bagi mereka Islam 
dan khilafah adalah ideologi yang seharusnya diterapkan di 
negara mayoritas Muslim ini. Namun, mereka tidak menolak 
kenyataan bahwa sila-sila yang ada dalam Pancasila itu 
tidak bertentangan dengan Islam.  Seorang ustaz dari HTI 
Pontianak berpandangan bahwa Pancasila bukanlah ideologi 
tetapi nilai-nilai normatif. Sebagai nilai-nilai normatif, 
Pancasila tidak memiliki peraturan khusus dan terbuka untuk 
ditafsirkan. Ia menyatakan bahwa selama Pancasila ditafsirkan 
tidak bertentangan dengan Islam, maka tidak ada masalah.7 
HTI tentu bukan satu-satunya pihak yang menginginkan 
sistem khilafah. Imam daerah FPI mengemukakan bahwa 

5  Wawancara, Pontianak 12 Oktober 2018.
6  Wawancara, Pontianak, 12 Oktober 2018.
7  Wawancara, Pontianak 18 Oktober 2018.
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kekhilafahan merupakan keniscayaan mutlak yang akan terjadi 
di suatu saat nanti. Salafi pun memiliki konsep khilafah, yakni 
khilāfah ‘alā manhaj al-nubuwwah (khilafah menurut metode 
kenabian). FPI, seperti ditegaskan Imam daerah, memandang 
khilafah belum bisa diterapkan sekarang. Sedangkan Salafi 
berpendapat bahwa khilafah tidak harus diwujudkan dalam 
bentuk pemerintahan.  

Ketaatan umat Islam terhadap pemerintah didasarkan pada 
perintah al-Qur’an untuk mematuhi ulil amri (atau waliyul 
amr), yang berbarengan dengan perintah taat kepada Allah dan 
Rasul (lihat QS. al-Nisa [4]: 59). Di kalangan Muslim, terdapat 
perbedatan seputar siapakah sesungguhnya ulil amri yang 
harus ditaati. Tak dimungkiri bahwa perdebatan ini juga sudah 
lama terjadi di Indonesia, dan tak pelak memengaruhi persepsi 
Muslim atau ulama terhadap kepemimpinan dan pemerintahan. 
Dalam sejarah Indonesia, penerimaan total terhadap pemimpin 
sebagai ulil amri pernah diberikan Nahdlatul Ulama (NU) 
terhadap Presiden Sukarno yang disebut sebagai waliyyu 
‘l-amr al-dharūrī bi ‘l-syaukah (lihat, misalnya, Naim 1960, 97). 

Hingga kini masih sering terjadi perbedatan mengenai apakah 
pemerintah Indonesia bisa disebut ulil amri. Bagi kalangan 
aktivis gerakan Islam seperti MMI dan Salafi jihadis, misalnya, 
pemerintah Indonesia bukan ulil amri.

Sebagian besar narasumber dalam kuesioner, yakni 
sebanyak 25 responden, menyatakan setuju bahwa pemerintah 
Indonesia yang merupakan hasil demokrasi bisa disebut sebagai 
ulil amri. Sebanyak tiga responden lainnya menyatakan netral 
dan hanya dua yang menolak. Data kuantitatif ini menunjukkan 
tingginya pengakuan terhadap pemerintah hasil demokrasi. 
Hal ini juga tercermin dalam hasil wawancara dengan seorang 
pemimpin pondok pesantren di Kalbar. Dia menyatakan bahwa 
pemerintah yang sah adalah ulil amri karena merupakan 
produk yang dihasilkan dari nilai-nilai agama. Hal yang senada 
dikemukakan Imam daerah, yakni bahwa “siapapun yang 
memegang kekuasaan bernegara kita tetap harus tunduk, patuh 
sebagai warga negara.”
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Ketua MUI Kalbar tidak memberikan jawaban secara tegas 
mengenai apakah pemerintah yang sekarang itu ulul amri 
atau tidak. Dia, dalam kuesioner, memilih netral, hal yang 
juga terlihat dalam wawancara dengan penulis. Dia juga tidak 
memberikan jawaban yang jelas tentang boleh tidaknya non-
Muslim memimpin. Alih-alih, dia merujuk kepada pengalaman 
politik Kalimantan Barat yang selama dua periode dipimpin 
oleh seorang gubernur non-Muslim, yakni Cornelius. Dalam 
keadaan seperti itu, yang paling penting, menurutnya, adalah 
umat Islam mengawal agar peraturan-peraturan yang dibuat 
pemerintah tidak menghalangi kepentingan umat Islam 
terutama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Sebagaimana 
dinyatakan dalam ajaran Islam, ketaatan terhadap ulil amri 
bukan terutama berdasarkan pada norma hukum yang ada 
tetapi pada batas agama, yakni ketaatan selagi tidak dalam 
kategori kemaksiatan dalam pandangan agama. Dengan kata 
lain, ketaatan kepada ulil amri bukanlah ketaatan total, tetapi 
ketaatan yang berlandaskan agama. 

2. Demokrasi
Salah satu perdebatan pelik di kalangan Muslim dalam 
memandang negara-bangsa adalah mengenai demokrasi, 
apakah sesuai dengan Islam ataukah tidak. Sebagian 
sarjana Muslim seperti Hasan al-Banna (m. 1949) dari Mesir 
memandang bahwa demokrasi tidak sesuai dengan Islam, dan 
ia adalah produk Barat. Sebagian lainnya seperti Rashed al-
Ghannoushi (lahir 1941) dari Tunisia berpendapat bahwa Islam 
dan demokrasi tidak bertentangan. Bahkan, dia mengatakan 
bahwa Islam pada dasarnya bersifat demokratis. Hasan Turabi 
dari Sudan menggagas demokrasi syariah. Perbedaan ini 
tidak bisa dilepaskan dari akar persoalan tentang kedaulatan. 
Dalam demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat atau 
warga negara (popular sovereignty). Prinsip ini bertentangan 
dengan prinsip Islam bahwa kedaulatan berada di tangan 
Tuhan (divine sovereignty). Dua jenis otoritas ini, dalam 
Islam, menjadi perdebatan sengit di kalangan pendukung dan 
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penentang demokrasi. Logika di balik oposisi biner otoritas ini, 
seperti ditegaskan Raja Bahlul, sesungguhnya adalah oposisi 
antara “pemerintah oleh rakyat” (government by the people) dan 
“pemerintah oleh kelas ulama” (government by a class of clergy; 
Bahlul 2006, 3). 

Dalam survei ini, penerimaan terhadap demokrasi secara 
umum juga menunjukkan sikap positif, dalam arti mereka 
menerima demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia. 
Bagi sebagian besar mereka, demokrasi sesuai dengan ajaran 
Islam, terutama ajaran tentang syūrā. Dalam bahasa Ketua 
Muslimat NU Pontianak, syura merupakan konsep Islam yang 
memayungi demokrasi.8 Dengan kata lain, terdapat kesesuaian 
antara demokrasi dan Islam (syūrā). Dari sini kita bisa melihat 
bahwa penerimaan ulama terhadap demokrasi sebagai sistem 
politik selalu dibingkai dalam kerangka pikir Islam. Demokrasi 
dipahami dan ditafsirkan melalui ajaran Islam. Di sini perlu 
dicatat bahwa posisi Islam, bagi mereka, di atas demokrasi. 
Merujuk pada ketua MUI Kalimantan Barat, Islam tidak 
boleh dibenturkan dengan demokrasi. Islam harus mewarnai 
demokrasi, bukan sebaliknya.9 

Kenyataan bahwa demokrasi bukan berasal dari Islam 
tidaklah menghalangi Muslim untuk mengikuti sistem politik 
ini. Imam daerah FPI Pontianak menyatakan bahwa demokrasi 
memang bukanlah konsep Islam, tetapi selagi tidak bertentangan 
dengan ajaran Islam, maka umat Islam wajib mengikutinya. 
Ada pula yang memberi catatan kritis terhadap jalannya 
demokrasi yang tidak baik, yang belum mampu melahirkan 
pemimpin ideal dan keadilan bagi masyarakat.10 Satu-satunya 
yang menolak demokrasi sebagai sistem politik adalah ustaz 
HTI yang memandangnya bukan bagian dari Islam. “Jadi, ya, 
tidak memiliki tempat sebenarnya demokrasi dalam Islam,” 
tegas Ustaz HTI Pontianak. Lebih lanjut dia mengemukakan 
bahwa demokrasi bukanlah sekadar soal syūrā. Menurutnya, 

8  Wawancara, Pontianak, 12 Oktober 2018.
9  Wawancara, Pontianak, 15 Oktober 2018.
10  Wawancara dengan Dr. H. Syarif, Pontianak, 11 Oktober 2018.
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demokrasi memiliki dua asas. Yang pertama adalah kedaulatan 
di tangan rakyat, sedang yang kedua adalah kekuasaan di tangan 
rakyat. Dalam pandangannya, kekuasaan di tangan rakyat tidak 
menimbulkan masalah, karena ia terkait hak-hak rakyat untuk 
memilih pemimpin. Sementara itu, kedaulatan di tangan rakyat 
menimbulkan masalah karena terkait dengan pembuatan 
hukum. Sistem demokrasi yang melahirkan hukum buatan 
rakyat melalui sistem perwakilan menjadi bermasalah karena 
akan menjadikan hukum berubah-ubah sesuai kepentingan 
yang membuat. Dia menegaskan pernyataan berikut. 

 “Yang saya pahami tidak ada konsep ... kedaulatan di tangan 
rakyat. Tetapi kedaulatan itu ya di tangan Sang Pembuat hukum, 
ya asy-Syari’ itu, yaitu Allah atau hukum syarak atau kitabullah 
atau sunnah Rasulullah. Artinya, kalau kita mau membuat 
hukum, bukan membuat, dalam artian menyusun hukum, itu 
merujuknya itu kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah”.11 

Ustaz HTI tidak menjelaskan bagaimana menyusun hukum 
dengan merujuk ke kitab Allah dan sunnah Rasul. Terlepas 
dari penolakannya terhadap demokrasi sebagai sistem politik, 
Ustaz HTI tidak menolak secara total unsur-unsur demokrasi. 
Jika kita lihat dalam sejarahnya, justru Hizbu at-Tahrir (HT) bisa 
hidup dan berkembang di negara berpaham demokrasi. Ini 
membuktikan bahwa ada kondisi politik yang memungkinkan 
HT menjadi bagian dari proses demokratisasi.

Untuk memahami lebih jauh perbedaan pandangan 
ulama tentang kedudukan demokrasi dan Islam, kiranya kita 
bisa merujuk pada Asef Bayat. Menurut dia, pertanyaannya 
bukan apakah Islam sesuai atau tidak sesuai dengan Islam, 
tetapi pertanyaannya adalah “dalam kondisi seperti apa umat 
Islam menjadikan Islam dan demokrasi sesuai atau tidak?” 
Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada para pelaku sosial 
(social agents) dalam negara yang menganut sistem demokrasi 
seperti Indonesia. Mereka berjuang menjadikan Islam selaras 
atau tidak dengan demokrasi (Bayat 2007, 4). Pendek kata, 
pertanyaan kesesuaian atau tidak antara demokrasi dan Islam 

11  Wawancara, Pontianak, 12 Oktober 2018.
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pada hakikatnya, kata Bayat, adalah soal “pergulatan politik” 
(political struggle; Bayat 2007, 6). Dipahami dari sini, kita 
bisa melihat bahwa, meskipun setuju, ulama di Pontianak 
umumnya memberikan catatan kritis terhadap demokrasi. Jika 
dibahasakan, mereka ingin mengatakan bahwa demokrasi bisa 
diterapkan hanya jika sesuai dengan Islam. Pada taraf tertentu, 
HTI yang menolak demokrasi pun menerima sebagian lainnya 
dari demokrasi sebagaimana ditunjukkan dalam pendapat 
Ustaz WI di atas.

Syariat Islam
Wacana formalisasi syariat Islam menguat pada masa pasca-
Reformasi. Bersamaan itu, di parlemen mencuat tuntutan 
pengembalian tujuh kata dari Piagam Jakarta, yakni “dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” 
(lihat Nur Ichwan 2003, 23-24). Tuntutan penerapan syariat 
Islam secara formal sebagian terwujud dalam bentuk Peraturan 
Daerah (Perda) Syariah yang diberlakukan di beberapa 
daerah di Indonesia. Pontianak bukanlah salah satu daerah 
itu. Hal ini bukan berarti bahwa syariah Islam tidak menjadi 
perhatian masyarakat ataupun tokoh-tokoh Muslim di wilayah 
ini. Keinginan kuat menjadikan Islam sebagai panduan hidup 
keseharian tampak pada kehadiran simbol-simbol Islam di 
ruang publik yang makin kuat.

Dari tiga puluh pemimpin agama yang mengisi kuesioner, 
terdapat 15 orang yang tidak menyetujui (TS) atau sangat 
tidak setuju (STS) dikembalikannya tujuh kata dalam Piagam 
Jakarta. Dua belas lainnya menyetujui atau sangat setuju, dan 
tiga lainnya bersikap netral. Menariknya, beberapa yang setuju, 
ketika penulis mewawancarai secara langsung, menujukkan 
sikap yang tidak konsisten. Dalam wawancara, mereka justru 
menegaskan penerimaan sila-sila dari Pancasila sebagaimana 
bentuknya yang sekarang, bukan bentuknya dalam Piagam 
Jakarta. Persetujuan mereka atas tujuh kata dalam Piagam 
Jakarta bukan berarti mereka ingin mengembalikan Piagam 
Jakarta itu sendiri atau formalisasi syariat Islam. Yang mereka 
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inginkan adalah pelaksanaan syariat secara nyata. Umat Islam 
harus melaksanakan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh 
dan negara tidak boleh menghalangi pelaksanaan tersebut. 
Keinginan tersebut tercermin jelas, misalnya, dalam beberapa 
wawancara saya dengan salah seorang narasumber yang 
dalam kuesioner menyetujui Piagam Jakarta. Dia mengatakan 
bahwa kesepakatan tentang Piagam Jakarta sudah dicapai, dan 
Pancasila dalam bentuknya sekarang sebagai falsafah negara 
tidak boleh diubah lagi.12 Narasumber lain menegaskan bahwa 
dihapuskannya tujuh kata itu merupakan bentuk kebesaran 
jiwa tokoh-tokoh Muslim demi persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia. Lebih jauh, Ketua MUI Kalbar menyatakan berikut. 

“Kalau [menurut] saya, sebetulnya tidak perlu harus formalitasnya 
itu. Sebab, bagi saya, yang penting penerapannya itu … Apalah 
artinya diformalkan, [jika] aplikasinya juga bertentangan dengan 
yang sebenarnya … Tidak harus formal”.13 

Dari sini, kita bisa melihat secara jelas bahwa data survei 
dan wawancara yang tampak inkonsisten pada dasarnya lebih 
dilandaskan pada pemahaman substansial dan penerapan 
syariah Islam yang nyata daripada keinginan mendukung 
formalisasi syariat Islam. Hal ini seperti tampak dalam 
pernyataan Ketua MUI Kalbar bahwa penerapan syariah secara 
nyata dalam kehidupan lebih baik daripada sekadar formalitas 
tanpa terwujud dalam kenyataan di masyarakat. 

Hak Kewargaan, Minoritas, dan Kekerasan
Konsep kewargaan dalam Islam berbeda dari konsep kewargaan 
dalam negara-bangsa yang dianut di Barat. Konsep besar yang 
memayungi gagasan kewargaan dalam Islam adalah konsep 
ummah yang dicirikan oleh ikatan keagamaan Islam dan berlaku 
lintas batas teritorial, ras, dan suku. Ummah adalah komunitas 
orang-orang yang beriman (Islam), dan karenanya menjadikan 
umat agama lain sebagai warga kelas dua. Sebagai jabarannya, 
dalam fikih, konsep kewargaan (citizenship) biasanya berada 

12  Wawancara, Pontianak, 18 Oktober 2018.
13  Wawancara, Pontianak 15 Oktober 2018.
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di bawah konsep dār al-Islām yang merujuk pada masyarakat 
Muslim, dan dār al-ḥarb merujuk pada masyarakat non-
Muslim. Warga non-Muslim yang hidup di masyarakat Muslim 
dan tunduk terhadap undang-undangnya disebut dzimmī, 
sedang yang melawan disebut harbi (lihat Salam, 1997: 125-
147; Kamali, 2009: 121-153). Seperti dikemukakan di atas, 
para ulama di Pontianak tidak memandang Indonesia sebagai 
negara Islam. Mereka tidak menggunakan istilah dār al-
Islām untuk menyebut Indonesia. Oleh karena itu, beberapa 
responden yang saya wawancarai tidak memahami kewargaan 
dari kacamata konseptual dzimmī dan non-dzimmī. Meskipun 
demikian, mereka tidak membenturkan konsep negara Islam 
dengan NKRI. 

Penerimaan HAM di kalangan ulama Pontianak cukup 
tinggi. Dari data kuantitatif, sebagian besar, yakni 23 
responden (15 S, 8 SS), memandang HAM memiliki kesesuaian 
dengan prinsip-prinsip maqāshid al-syarīʿah dalam Islam. 
Yang TS hanya empat, dan yang STS hanya dua orang. 
Sedangkan yang netral hanya satu responden. Jumlah yang 
tidak berkeberatan HAM masuk ke dalam UUD amandemen 
adalah 18 responden. Mereka memandang HAM sesuai dan 
tidak bertentangan dengan karakter bangsa. Hanya enam yang 
menyatakan sebaliknya, sedangkan enam lainnya menyatakan 
netral. Penerimaan yang tinggi juga diberikan kepada hak-hak 
masyarakat adat dan keyakinan lokalnya. 21 responden (17 S, 4 
SS) menyatakan mengakui hak-hak masyarakat adat. Hanya 6 (4 
TS dan 2 STS) yang tidak mengakui, dan 3 menyatakan netral. 
Dari data ini, bisa disimpulkan bahwa kendati penerimaan 
HAM tinggi, terdapat pula penolakan. Hal ini tercermin jelas 
bagaimana para ulama menyikapi berbagai kasus kekerasan 
yang menimbulkan masalah hak-hak kewargaan. Mereka tidak 
sepenuhnya menerima, dan bahkan dalam kasus-kasus tertentu 
cenderung mendukung hilangnya hak-hak kewargaan. 

Dalam hal hak-hak sebagai warga negara, kepemimpinan 
perempuan tampaknya tidak terlalu bermasalah bagi ulama 
di Pontianak. Perempuan berhak menduduki jabatan dalam 
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jabatan eksekutif dan legislatif. Sebanyak 18 responden 
menyatakan setuju dan bahkan sangat setuju (5 S, 13 SS) jika 
perempuan menduduki jabatan politik tersebut. Hanya lima 
orang menyatakan tidak setuju (2 TS, 3 STS), dan dua sisanya 
menyatakan netral. Data ini menunjukkan bahwa penerimaan 
ulama atas kepemimpinan politik perempuan cukup tinggi. 
Persoalannya adalah mengapa demikian tinggi penerimaan 
tersebut? Salah satu responden menjelaskan bahwa keharusan 
laki-laki menjadi pemimpin hanya berlaku dalam sistem politik 
khilafah atau imamah. Oleh karena Indonesia, kata dia, bukan 
negara Islam, maka keharusan itu tidak berlaku. Responden 
lain mengatakan bahwa yang tidak boleh bagi perempuan 
itu adalah memimpin salat. Dalam urusan kenegaraan, dia 
menggolongkan kepemimpinan perempuan dalam hadis yang 
mengatakan bahwa umat Islam lebih tahu dalam urusan agama 
daripada Nabi (antum a‘lamu bi-umūri dunyākum). Penolakan 
terhadap kepemimpinan perempuan pun tidak total. Ada 
sisi yang diperbolehkan bagi perempuan untuk memimpin. 
Responden lainnya, misalnya, berpendapat bahwa perempuan 
boleh menduduki jabatan politik selagi tidak setingkat presiden. 
Senada dengan ini, Ustaz HTI menjelaskan bahwa menurut 
syariat perempuan tidak boleh menjadi penguasa, tetapi boleh 
menjadi pemimpin. Pembedaan penguasa dan pemimpin 
ini tidak lepas dari pembedaan yang dia lakukan antara 
kedaulatan di tangan rakyat dan kekuasaan di tangan rakyat 
seperti dijelaskan di atas. Memimpin termasuk dalam kategori 
“kekuasaan di tangan rakyat” yang mencakup hak rakyat 
memilih pemimpin (administratif). Oleh karena itu, perempuan 
bisa dipilih untuk memegang jabatan administratif. Namun, 
tandas Ustaz HTI, perempuan tidak boleh turut membuat atau 
menentukan hukum seperti qādhī atau hakim.

Sikap anti-kekerasan ulama di Pontianak juga sangat 
tinggi. Hal ini terlihat dari jawaban mereka atas pernyataan 
tentang perlunya tindakan kekerasan terhadap kelompok yang 
berbeda pandangan dengan umat Islam sebagai peringatan. 
Sebanyak 17 responden menyatakan sangat tidak setuju (STS) 
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dan sepuluh tidak setuju (TS). Hanya ada satu responden yang 
menyatakan sangat setuju (SS). Dua sisanya mengambil sikap 
netral. Ini berarti bahwa hampir 75% responden menolak 
penggunaan kekerasan. Bahkan, dari hasil wawancara penulis 
dengan responden yang menyatakan sangat setuju (SS) 
terhadap tindak kekerasan itu pun menyatakan tidak setuju 
dengan penggunaan kekerasan. Ditilik dari data wawancara, 
sikap anti-kekerasan yang tinggi ini bukan tanpa reservasi. Di 
antara responden ada yang menyatakan bahwa sikap keras 
terhadap kelompok Muslim yang dipandang menyimpang dari 
ajaran Islam yang benar boleh ditindak tegas setelah diadakan 
tindakan persuasif. Hal serupa berlaku pula pada tindakan 
kekerasan terhadap kemaksiatan atau pelanggaran sosial.  
Imam daerah FPI menegaskan bahwa dalam memberantas 
kemaksiatan FPI terlebih dulu berkoordinasi dengan pihak-
pihak berwenang setempat dan memberi peringatan. Jika 
tidak berhasil, baru tindakan koersif diberlakukan. Tindakan 
kekerasan yang dilakukan kelompok sipil bisa dibaca sebagai 
akibat tidak tegaknya aturan dan hukum oleh negara. 

1. Terhadap Minoritas Muslim
Sikap ulama terhadap minoritas tampak ambigu. Sikap keras 
ditunjukkan terhadap minoritas yang dianggap tidak sesuai 
dengan “Islam yang benar” atau dinyatakan sesat. Hal serupa 
tidak terjadi pada minoritas yang dianggap berada dalam batas 
“Islam yang benar” tersebut. “Yang benar” di sini bisa diartikan 
sebagai Islam Sunni yang merupakan Islam mainstream di 
Indonesia. Jadi minoritas Salafi atau Jamaat Tabligh, misalnya, 
tidak dinyatakan sesat dan dianggap masuk dalam Islam 
Sunni. Sejak berdirinya, MUI memainkan peran penting dalam 
melahirkan fatwa-fatwa tentang kelompok-kelompok minoritas 
Muslim ini. Fatwa-fatwa ini berpengaruh besar di masyarakat 
sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus, mulai dari kekerasan 
terhadap jemaat Ahmadiyah, Lia Eden, hingga Gafatar. Dalam 
survei ini, persetujuan terhadap fatwa sesat yang dikeluarkan 
MUI sangat tinggi, yakni tiga belas menyatakan setuju (S) dan 
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tujuh sangat setuju (SS). Yang menyatakan sangat tidak setuju 
(STS) dua orang dan tidak setuju (TS) lima orang. Sedang dua 
sisanya memilih netral. Ini berarti bahwa lebih 50% (yakni 57%) 
dari tiga puluh responden mendukung fatwa-fatwa sesat MUI. 

Dengan membandingkan fatwa tentang Syiah dan 
Ahmadiyah, kita bisa melihat ambiguitas MUI terhadap 
keduanya. Sementara, di satu sisi, Ahmadiyah secara tegas 
dinyatakan sesat, tetapi di sisi lain MUI belum menyatakan 
sesat kepada Syiah. MUI, melalui fatwa yang dikeluarkan pada 
1984, hanya memperingatkan perbedaan-perbedaan antara 
Syiah dan Sunni dan bahayanya Syiah jika masuk ke Indonesia. 
Fatwa tentang Syiah ini tampak berpengaruh pada sikap para 
pemimpin agama ataupun ulama di luar MUI. Kelompok-
kelompok minoritas yang baru muncul kemudian seperti 
Gafatar telah difatwakan sesat oleh MUI. Ambiguitas MUI 
terhadap minoritas Muslim tampak pada pembedaan antara 
ajaran atau doktrin dan hak-hak kewargaan. Mari kita lihat 
data kuantitatif. Dari tiga puluh yang mengisi kuesioner, hanya 
tujuh ulama yang menyatakan tidak setuju jika Syiah tidak 
boleh dipandang sesat. Dengan kata lain, mereka setuju bahwa 
Syiah adalah aliran sesat. Dua puluh lainnya menyatakan setuju 
jika Syiah tidak boleh dipandang sesat, atau dengan kata lain 
mereka tidak setuju jika Syiah disesatkan. Syiah bukanlah aliran 
sesat. Tiga orang selebihnya menyatakan netral. Dari data ini 
terlihat bahwa ulama di Pontianak umumnya toleran terhadap 
Syiah. Sikap tidak menyatakan sesat terhadap Syiah ini bisa 
ditafsirkan, pertama, karena pengaruh MUI yang tidak atau 
belum menyatakan sesat terhadap Syiah. Selama dasawarsa 
belakangan, gerakan-gerakan yang mengampanyekan sesatnya 
Syiah bermunculan seperti gerakan yang tergabung dalam 
Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS).14 Namun, kedua, dua 
organisasi Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, sejauh ini 
menentang desakan agar MUI mengeluarkan fatwa sesatnya 

14  http://www.annasindonesia.com/profil/visi-dan-misi-aliansi-nasional-anti-
syiah.
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Syiah.15 Dua alasan ini setidaknya berpengaruh pada tingkat 
penolakan terhadap Syiah yang tidak sekuat penolakan 
terhadap Ahmadiyah.  

Sikap ulama terhadap Syiah berbeda dari sikap mereka 
terhadap Ahmadiyah. Dari tiga puluh orang yang mengisi 
kuesioner, hanya lima orang yang menyatakan tidak setuju atau 
tidak setuju sekali terhadap pelarangan Ahmadiyah berbicara 
atas nama Islam. Sebanyak dua puluh responden lainnya 
menyatakan setuju atau sangat setuju atas pelarangan tersebut. 
Tiga orang sisanya menyatakan netral. Dari 22 yang setuju itu 
tidak seluruhnya menganggap keberadaan Ahmadiyah sebagai 
bagian dari upaya melemahkan dan memecah belah umat Islam 
dari dalam. Sebagian mereka mengambil sikap netral. Sebanyak 
sebelas dari mereka tidak menyetujui penganut Ahmadiyah 
menduduki jabatan publik meskipun memiliki kecakapan. 
Tujuh dari 22 orang menyatakan setuju penganut Ahmadiyah 
yang berkompeten untuk menduduki jabatan publik. Empat 
menyatakan netral. Data ini menunjukkan bahwa penolakan 
terhadap minoritas Muslim Ahmadiyah sangat tinggi. Fatwa 
MUI tentang sesatnya Ahmadiyah tampak sangat berpengaruh 
kuat pada penolakan tersebut (Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS 
VII/MUI/15/2005). Sebagian besar mereka memang anggota 
MUI. Ustazah EAM dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) 
yang juga anggota Fatayat NU Pontianak mengatakan sebagai 
berikut.

“Kalau Ahmadiyah itu kan sudah jelas bahwa ada fatwa MUI 
yang mengatakan, saya lupa tahun berapa. Karena dia mengakui 
Mirza Ghulam Ahmad sebaagi nabi sesudah Nabi Muhammad 
SAW kan. Itu jelas bahwa fatwa MUI menjelaskan mereka adalah 
termasuk yang sesat. Karena tidak sesuai tadi al-Qur’an dan hadis 
adanya pengakuan terhadap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi 
setelah Nabi Muhammad saw. Itu jelas menyimpang.”16 

15  https://nasional.tempo.co/read/538851/muhammadiyah-dan-nu-tolak-mui-
fatwakan-sesat-syiah, diakses 15 November 2018.
16  Wawancara, Pontianak, 18 Oktober 2018.
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Selain Ahmadiyah dan Syiah, di Kalimantan Barat, terutama 
di kabupaten Mempawah, salah satu minoritas yang mendapat 
fatwa sesat adalah Gerakan Fajar Nusantara atau disingkat 
Gafatar. MUI Kalimantan Barat secara tegas menyatakan Gafatar 
sebagai aliran sesat dan menyesatkan, dan karenanya keluar 
dari Islam.17 Peristiwa ini memaksa anggota Gafatar kehilangan 
tempat tinggal mereka dan hidup dalam pengasingan. 

Terdapat sebagian mereka yang memilah antara persoalan 
teologis dan persoalan kewarganegaraan. Dalam hal teologis, 
mereka tidak memberikan toleransi sama sekali terhadap 
Ahmadiyah. Sikap teologis ini menimbulkan sikap ambigu dalam 
memandang hak-hak kewarga-negaraan dan penyelesaian 
terhadap kasus Ahmadiyah. Di satu pihak, mereka mengakui 
bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan kepada 
warga Ahmadiyah. Namun, di sisi lain, mereka tidak bisa melihat 
penyelesaian kekerasan terhadap warga Ahmadiyah selain 
menyadarkan warga itu bahwa ajaran Ahmadiyah bertentangan 
dengan ajaran Islam dan pemerintah harus membatasi ruang 
gerak mereka agar tidak menyebarkan ajaran tersebut. Dasar 
utama sikap mereka terhadap Ahmadiyah adalah fatwa MUI 
tersebut di atas. 

2. Terhadap Minoritas Non-Muslim
Di negeri dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, 
kepentingan mayoritas sering kali menjadi masalah yang pelik. 
Terdapat kecenderungan kuat untuk menjadikan mayoritas 
sebagai warga kelas pertama, sedangkan minoritas sebagai 
warga kelas dua. Data kuantitatif penelitian ini menunjukkan 
adanya ketegangan antara mereka yang mendukung dan yang 
menolak pemberian keistimewaan mayoritas Muslim dalam 
pengambilan keputusan politik. Sejumlah 11 responden (10 
TS, 1 STS) menolak pemberian keistimewaan itu, sedang 10 
menyetujuinya (S). Sebanyak 9 responden sisanya menyatakan 
netral. Tingginya jumlah responden yang netral ini menyiratkan 

17  http://pontianak.tribunnews.com/2016/01/25/mui-kalbar-keluarkan-fatwa-
gafatar-aliran-sesat, diakses pada 15 November 2018.
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bahwa mayoritas-minoritas adalah masalah yang serius dalam 
kehidupan politik di Pontianak. Setidaknya, hal ini menyiratkan 
potensi tergerusnya hak-hak minoritas. Potensi ini tergantung 
pada berbagai kasus dan pemicunya. Tentu ini bukan khas 
Pontianak, karena hal yang serupa bisa dijumpai di tempat-
tempat lainnya. 

Masalah mayoritas-minoritas pada gilirannya berdampak 
pada masalah kesetaraan antara Muslim dan non-Muslim. 
Pandangan ulama di Pontianak terhadap kesetaraan Muslim 
dan non-Muslim tampak pada kesetujuan mereka terhadap 
akses yang sama terhadap anggaran negara. Sebanyak 26 
responden menyatakan setuju (19 S, 7 SS). Hanya satu 
responden yang menyatakan tidak setuju, dan tiga sisanya 
netral. Hal ini menggambarkan betapa ulama di Pontianak 
menjunjung kesetaraan warga negara tanpa melihat perbedaan 
agama. Hal ini juga dikuatkan oleh sikap sebagian besar mereka 
yang menyetujui bantuan negara terhadap lembaga-lembaga 
Kristiani. Sebanyak 23 responden menyatakan tidak setuju (15 
TS, 8 STS) jika pemerintah tidak memberikan bantuan terhadap 
lembaga-lembaga Kristiani (hanya) karena khawatir digunakan 
untuk Kristenisasi. Hanya satu responden yang menyatakan 
sangat menyetujui (SS) pemerintah tidak memberikan bantuan 
kepada lembaga-lembaga Kristiani. Sisanya, empat responden, 
menyatakan netral. Mereka juga menanggapi positif terhadap 
pemberian fasilitas publik bagi non-Muslim. Sebanyak 24 
responden menyatakan tidak setuju (20 TS, 4 STS) jika negara 
membatasi fasilitas publik bagi non-Muslim. Hanya tiga 
responden menyatakan setuju (2 S, 1 SS). Sedangkan 3 sisanya 
netral.

Meskipun berpenduduk mayoritas Muslim (lebih dari 
59,7% total penduduk 5.406.553),18 Kalimantan Barat, termasuk 
Pontianak, juga dicirikan oleh besarnya penduduk non-Muslim. 
Hidup berdampingan secara harmoni antara Muslim dan non-
Muslim sudah tertanam lama. Kesadaran akan keragaman 
agama ini tampak tercermin kuat dalam pandangan positif para 

18  https://dukcapil.kalbarprov.go.id/statistik/agama, akses 2 Desember 2018.
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ulama di Pontianak tentang hidup berdampingan dengan non-
Muslim. Dari data kuantitatif yang terhimpun, keseluruhan dari 
tiga puluh responden menyatakan menerima umat agama lain 
untuk tinggal di lingkungan mereka. Penerimaan ini cukup 
tinggi, yakni tiga belas menyatakan sangat setuju (SS) dan tujuh 
belas lainnya setuju (S). Hal ini menunjukkan tingkat toleransi 
antarumat beragama di Pontianak tinggi. Dalam hal kebebasan 
beribadah, survei ini menunjukkan bahwa sebanyak dua puluh 
tiga responden di Pontianak mengakui sangat setuju dan lima 
setuju terhadap kebebasan non-Muslim untuk menjalankan 
ibadah mereka. Hanya dua responden menyatakan tidak setuju 
(TS) dan sangat tidak setuju (STS). Dalam wawancara, tingginya 
toleransi ini juga tergambar jelas. Prinsip lakum dīnukum waliya 
dīn (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku) (QS. al-Kafirun 
[109]: 6), seperti dikemukakan salah satu responden, mendasari 
toleransi ini. Responden yang sama mengaitkan kenyataan 
bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, dan karenanya umat 
non-Muslim memiliki hak yang sama. 

Tumbuhnya kesadaran perlunya menjaga harmonisme di 
antara pemeluk agama belakangan digemakan di masyarakat 
Pontianak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman konflik etnis 
yang pernah terjadi di berbagai wilayah di Kalimantan Barat 
pasca-Orde Baru (van Klinken 2007, bab 4). Mereka sadar akan 
potensi konflik yang timbul dari keragaman etnis, budaya, dan 
agama. Dalam skala nasional, pemerintah telah berupaya untuk 
menyelesaikan problem ini dengan, di antaranya, mendirikan 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di beberapa kota 
di Indonesia, termasuk Pontianak. Namun, seperti ditunjukkan 
oleh penelitian Suhadi (2016, 61), FKUB di Pontianak tidak 
selalu efektif. Bahkan, kata Suhadi, FKUB sering menjadi 
salah satu penghambat bagi izin pendirian rumah ibadah non-
Muslim, misalnya. Kecenderungan ini bukan khas Pontianak, 
karena daerah lainnya pun sedang menghadapi problem 
yang sama. Dalam survei ini, sebanyak enam responden 
menyatakan tidak setuju (TS) terhadap pendirian ibadah non-
Muslim di lingkungan mayoritas Muslim. Empat orang lainnya 
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menyatakan sangat tidak setuju (STS). Sedangkan sebanyak 
sembilan responden menyatakan setuju (S) dan dan empat 
responden mengatakan sangat setuju (SS). Sejumlah tujuh 
responden sisanya menyatakan netral. Melihat tingginya angka 
responden yang netral, kecenderungan dan potensi intoleransi 
bisa dikatakan rentan makin tinggi. Hal ini bergantung pada 
faktor-faktor pemicu toleransi dan intoleransi. 

Kerentanan akan intoleransi terhadap non-Muslim bisa 
dibaca pula dari perubahan-perubahan dalam keberagamaan 
yang terjadi dalam skala nasional maupun lokal. Hal ini seperti 
tampak pada hasil survei dari beberapa lembaga seperti LIPI 
dan Setara Institute yang menunjukkan peningkatan intoleransi.19 
Pada 2017, saya mewawancarai beberapa mahasiswa Islam di 
Pontianak. Salah satu hal yang menarik dari wawancara itu 
adalah terjadinya perubahan sikap terhadap non-Muslim. Salah 
seorang yang saya wawancarai bercerita bahwa semasa kecil 
di kampungnya orang-orang Islam, termasuk dirinya, biasa 
mengucapkan selamat natal atau imlek kepada tetangga mereka 
yang non-Muslim beretnis Cina. Namun, belakangan kebiasaan 
mengucapkan selamat ini tidak lagi lumrah. Umumnya orang 
Islam menghindari mengucapkan selamat natal atau imlek. 
Tak dimungkiri bahwa perubahan ini merupakan hasil dari 
arus Islamisasi yang belakangan dilakukan oleh aktor-aktor 
baru dalam dakwah Islam seperti Salafi, Ustaz Abdul Shomad, 
dan Felix Siaw. Dalam hal ini, pengajian-pengajian mereka 
melalui media sosial seperti Youtube sangat berpengaruh 
dalam perubahan sikap terhadap non-Muslim. Dalam salah 
satu pengajiannya, seorang ustaz Salafi, NA, yang juga mengisi 
kuesioner penelitian ini, misalnya menjelaskan panjang lebar 
tentang haramnya mengucapkan selamat natal (dan juga 
imlek).20 Ustaz AZA, kolega NA, juga menegaskan bahwa umat 

19 lihat misalnya, https://m.merdeka.com/politik/lipi-temukan-fakta-
intoleransi-meningkat-di-indonesia.html?utm_source=GoogleAMP&utm_
medium=Lainnya&utm_campaign=Mdk-AMP-Lainnya&utm_content=Artikel-6, 
diakses 12 Desember 2018; https://nasional.tempo.co/read/1118802/setara-insti-
tut-intoleransi-terhadap-keyakinan-meningkat, diakses 12 Desember 2018.
20  Lihat rekamannya pada https://www.youtube.com/watch?v=HXraoRSKodw, 
diakses 4 Desember 2018.
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Islam tidak boleh mengucapkan selamat tahun baru dan makan 
makanan perayaan tahun baru.21 

Kesimpulan
Secara garis besar, bab ini telah menunjukkan sikap 

positif ulama Pontianak terhadap negara-bangsa. Pancasila 
dan demokrasi diterima dengan baik. Namun, kita bisa melihat 
ragam sikap dan pandangan ulama yang menunjukkan 
situasi pasca-Reformasi, yakni gambaran monolitik tentang 
nasionalisme mengalami perubahan. Hadirnya kebebasan 
berpendapat dan berekspresi telah memungkinkan suara-suara 
kritis terhadap nasionalisme. Pada umumnya mereka menerima 
Pancasila dan demokrasi, tetapi dengan catatan kritis. Namun, 
mereka juga memandang semua itu belum mampu membawa 
kebaikan signifikan bagi warga negara. Masuknya aktor-aktor 
baru dalam dakwah Islam di Pontianak tampak jelas merubah 
monolitisme pandangan tentang nasionalisme dan keislaman. 
Fragmentasi otoritas politik dan agama merubah gambaran 
monolitik tersebut.

Pontianak, dan juga Kalimantan Barat secara umum, 
dikenal sebagai wilayah dengan jumlah pemeluk agama 
minoritas yang tinggi. Sejarah mencatat bahwa keragaman 
agama dan suku menjadi salah satu kekuatannya. Keragaman 
inilah yang menjelaskan bagaimana persepsi ulama Pontianak 
membangun persepsi dan pandangan tentang negara-bangsa. 
Kenyataan keragaman agama menjadi pertimbangan penting 
mereka untuk memilih bentuk negara-bangsa Pancasila dan 
NKRI daripada, misalnya, negara Islam. Pandangan mereka 
tentang minoritas non-Muslim pun tergolong progresif, 
dalam arti bahwa mereka bersikap anti-kekerasan, prosistem, 
toleran, dan menghargai hak-hak kewarganegaraan. Namun, 
tampak pula mulai terdapat kerentanan dalam hubungan 
antara mayoritas Muslim dan minoritas non-Muslim. Toleransi 
beragama mulai tergerus pada aspek tertentu, misalnya dari 

21  https://www.youtube.com/watch?v=bWED42rITkk, diakses 12 Desember 
2018.
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kebiasaan mengucapkan selamat hari raya kepada non-Muslim. 
Kurangnya sikap toleran sebagian ulama Pontianak terhadap 
minoritas Muslim yang dipandang menyimpang dari versi Islam 
yang benar tampak dipengaruhi oleh wacana umum yang 
berkembang di seluruh Indonesia.
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